
 

      

 

BUPATI SAMPANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

NOMOR  :   6   TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI JASA USAHA 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi 

Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab; 

    b.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti; 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Jasa Usaha;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 

3.  Undang-Undang  ..... 
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  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  4.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4433) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025); 

 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

 

11.  Peraturan  ..... 
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 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Orang 

di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan 

Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas; 

 21. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang 

Terminal Transportasi Jalan; 

 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2008 Nomor 11); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

dan 

BUPATI SAMPANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG RETRIBUSI 

JASA USAHA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten 

Sampang. 

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang. 
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6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana 

Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi 

yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 

8. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan/atau 

dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur 

atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga 

lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. 

9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. 

10. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang 

disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sampang. 

11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan 

ditinggalkan pengemudinya. 

12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dan tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang 

ditandai dengan marka jalan. 

14. Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

15. Prasarana Olah Raga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan 

untuk kegiatan olah raga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. 

16. Sarana Olah raga adalah sarana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

kegiatan olah raga. 

17. Kawasan Stadion adalah kawasan Stadion Trunujoyo di Sampang. 

18. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah yang di gunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, 

Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu. 

19. Fasilitas tempat olah raga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang 

digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-

kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu. 

20.  Lapangan Sepak Bola  ..... 


